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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut diambil 

berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh. Selain itu terdapat saran yang 

relevan, yang bisa dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya. 

 

5.1.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang PAD, DAU, dan DAK 

terhadap IPM 5 Provinsi Di Indonesia Tahun 2011-2020, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. PAD tidak berpengaruh terhadap IPM 5 provinsi di Indonesia tahun 2011-2020. 

2. DAU berpengaruh terhadap IPM 5 Provinsi di Indonesia tahun 2011-2020. 

3. DAK berpengaruh terhadap IPM 5 Provinsi di Indonesia tahun 2011-2020. 

4. PAD, DAU, dan DAK secara serentak berpengaruh terhadap IPM menurut 5 

provinsi di Indonesia tahun 2011-2020. 

 

5.2.  Saran 

  

  Berdasarkan kesimpulan di atas, maka akan dikemukakan saran sebagai 

berikut : 

1. Masing-masing daerah perlu memperhatikan Pendapatan Asli Daerah, agar 

digunakan sesuai kebutuhan daerah yang lebih tepat dan pemerintah daerah perlu 

memicu penerimaan daerahnya yang berasal dari penerimaan asli daerahnya 
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sehingga daerah tersebut semakin mandiri secara keuangan dan dapat 

mewujudkan tujuan dari otonomi masing-masing daerah. 

2. Berdasarkan hasil penelitian ini variabel DAU maka pemerintah sebaiknya dapat 

menjaga kestabilan anggaran untuk dana alokasi umum tersebut dengan harapan 

akan lebih tepat sasaran. 

3. Berdasarkan hasil penelitian ini variabel DAK mempengaruhi IPM , maka 

diharapkan adanya kebijakan yang berasal dari pemerintah untuk lebih 

meningkatkan DAK sehingga alokasinya perlu diarahkan agar efisien serta  

meningkatkan pembangunan sehingga tercipta efektivitas dan digunakan secara 

optimal. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah alat ukur variabel 

dependen, seperti Dana Bagi Hasil serta menambahkan periode tahun penelitian 

agar dapat membandingkan adanya realokasi APBD setelah kasus pandemic 

covid-19. 
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